PEMERINTAH PROVINS JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009ENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JANBI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

a. bahwa dengan munculnya perkemipangag tidak sesuai

1.

dengan asumsi kebijakan umum APBD yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiaaradtar jenis
belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan daddwmnt
anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubaha®BDAP
Tahun Anggaran 2010 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimamekslid pada
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentassrghb@han
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentagg#yan
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2010.

Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahl®57 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Samat
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republikriadia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah denga
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonebiaa
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentangkF2yani dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia TdR&b
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rdpubli
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembargarde
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang FBBzalehan
Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara REkpubl
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembargande
Republik Indonesia Nomor 3688);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas danp#i,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik tedoa
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kgama
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud3 20
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang EaHagaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahudd 20
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Betukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembargarde
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negarddram
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang emist
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangeHetahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Iralane
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapadtakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Taf04 2
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepubl
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembargande
Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangmBangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintabana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NdiR6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod®@)4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200larignPajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahudl 20
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4138);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgdrah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik nadia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraliRlkepu
Indonesia Nomor 5049) ;
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200hArngnRetribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahudl 20
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Iralane
Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 angnt
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan ééagg
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaratBi&p
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembargarde
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana teldderapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintaimdfo21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembargande
Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 argnt
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200%ngnStandar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtikiasia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200%rgn®Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahudb 20
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200%arignDana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiaurfah
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200ZarignSistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaegansd
Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 200%arigntHibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ndr88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&or )4

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 argnt
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaegafd
Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200&rignPedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ndr&0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&fis)4
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 200arngrffembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan PemerintaleaahDa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ndré6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodior 5

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 rnigrieelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemb&tagara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TabQ@6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimiaha te
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NoB®@r
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan MdDadaim
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peiagelol
Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentarkgkPPokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Brovin
Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATA
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomdiahdn 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 208hdsebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
a. Pendapatan Daerah Rp. 1.395.186.596.902,00
b. Belanja Daerah Rp. 1.596.391.473.716,00
c. Pembiayaan Daerah Rp. 201.204.876.814,00
d. Pembiayaan netto Rp. 201.204.876.814,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 535.753.443.786,00
b. Dana Perimbangan Rp. 838.305.780.041,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp. .1271373.075,00
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(2) Pendapatan Adli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp. 455.795.726.000,00
b. Retribusi Daerah Rp. 44.949.022.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan Rp. 11.156.089.886,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah R@3.852.605.400,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Rp. 329.206.359.041.00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 489.069.421.000.00
c. Dana Alokasi Khusus Rp.  20.030.000.000.00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf cterdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah Rp. -
b. Dana Darurat Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. -

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 2B872.075.00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah Daerah Lainnya Rp. -

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 716.793.849.428,39

b. Belanja Langsung Rp. 879.597.624.287,61

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenisbelanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 368.951.230.878,39
b. Belanja Subsidi Rp 362.720.000,00
c. Belanja Hibah Rp. 70.324.833,00

d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 39.540.660.000,00
e. Belanja Bagi Hasil Rp. 222.944.930.717,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 9.900.0000mD0,
g. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenisbelanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 58.964.249.140,61
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 324.615.046.716,00
c. Belanja Modal Rp. 496.018.328.431,00
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4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

D)

)

©)

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 201.204.876.814,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. -

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 201.204884600
b. Pencairan Dana Cadangan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisaRan -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. -
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daegah R -

c. Pembayaran Pokok Utang Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. -

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran PendapaganBklanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampirag yaerupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1.

n

Lampiran la Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran lla Ringkasan Perubahan APBD menurutsiin Pemerintah Daerah dan

Organisasi SKPD;

Lampiran llla Rincian Perubahan APBD menurut ddmu Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Belanja m&nwrusan Pemerintah Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran Va Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerantuk keselarasan dan

keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungamdakrangka
pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran Vla Daftar Perubahan Jumlah pegawai@@éwngan dan Per Jabatan ;

Lampiran Xla Daftar kegiatan-kegiatan tahun amgg sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahggaaan ini ;

Lampiran Xllla  Daftar Pinjaman Daerah dan Oldidaaerah.

Lampiran XIV ~ Laporan Keuangan Pemerintah Daeyahg telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah ;



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan peraggach Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Prdamsi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Oktober 2010

GUBERNUR JAMBI
dto
H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkandi Jambi
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
dto
A . MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINS| JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 11
TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010

. PENJELASAN UMUM.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Noindahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeralnBrdambi Tahun Anggaran
2010 antara lain disebabkan dengan adanya perkgaubamang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD yang menyebabkan per@esatar unit organisasi,
antara kegiatan dan antar jenis belanja, yang nbatan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalumtanggaran belanja, maka
perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010

II. PENJELASAN PASAL DEMI| PASAL PERUBAHAN

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeoam$?rJambi Tahun Anggaran
2010 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula Rp. 1.304.934.650.768,00
b. Bertambah Rp. 90.251.946.134,00
Jumlah Pendapatan aktpérubahan Rp. 1.395.186.596.902,00
2. Belanja:
a. Semula Rp. 1.504.934.650.768,00
b. Bertambah Rp. 91.456.822.948,00

Jumlah Belanja setglalubahan Rp. 1.596.391.473.716,00
Surplus (Defisit) setelperubahan Rp. (201.204.876.814,00)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 200.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 1.204.876.814,00
Jumlah Penerimaan abtperubahan Rp. 201.204.876.814,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. - .
Jumlah Pengeluaranlaktgerubahan Rp. -

Jumlah Pembiayaan netto sefgdmbhbahan Rp. 201.204.876.814,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah pérah Rp. -



Pasal 2
Ayat (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalamlRasditi dari :

a.Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 503.809.785.000,00

2) Bertambah Rp. 31.943.658.786,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 535.753.443.786,00
b.Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 801.124.865.768,00

2) Bertambah Rp. 37.180.914.273,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan &3&8.305.780.041,00

c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. 21.127.373.075.00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp. 21.127.373.075,00

Ayat (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud gatdéla huruf a terdiri dari
Jenis Pendapatan :

a.Pajak Daerah

1) Semula Rp. 430.795.726.000.00

2) Bertambah Rp. 25.000.000.000.00,

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 45%2Z@600,00
b.Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 40.032.565.000,00

2) Bertambah Rp. 4.916.457.500,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp@.949.022.500,00
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 11.056.827.350,00

2) Bertambah Rp. 99.262.536,00

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp. 11.156.089886
d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 21.924.666.650,00

2) Bertambah Rp. 1.927.938.750,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

setelah perubahan Rp. 23.852.605.400,00

Ayat (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayaurf) b terdiri dari
Jenis Pendapatan :

a.Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 292.318.985.768.00

2) Bertambah Rp. 36.887.373.273.00

Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 32%8306041.00
b.Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 488.505.880.000,00

2) Bertambah Rp. 563.541.000.00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan R89.069.421.000.00



c.Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 20.300.000.000.00
2) Berkurang Rp. 270.000.000.00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan R30.030.000.000.00

Ayat (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaithareksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

aHibah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. -

b.Dana Darurat

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -

c.Dana Bagi Hasil Pajak
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. -

d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 21.127.373.075,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah perubahan Rp. 21.127.373.075.00
e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Penad¢ribberah Lainnya

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.

Pasal 3

Ayat (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam P#esalid dari :
a.Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 706.676.212.490,39

2) Bertambah Rp. 10.117.636.938,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

perubahan Rp. 716.793.849.428,39
b.Belanja Langsung

1) Semula Rp. 798.258.438.277,61

2) Bertambah Rp. 81.339.186.010.00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.5879$24.287,61

Ayat (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud g@gata(1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a.Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 400.797.505.879,39
2) Berkurang Rp. 31.846.275.001,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 36835878,39




Ayat (3)

Pasal 4

Ayat (1)

b.Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 362.720.000,00

2) Bertambah Rp. - .

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan R@362.720.000,00
c.Belanja Hibah

1) Semula Rp. 70.194.307.833,00

2) Berkurang Rp 100.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 4(0%.833,00

d.Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 24.649.800.000,00

2) Bertambah Rp. 14.890.860.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 39640.660.000,00

e.Belanja Bagi Hasll
1) Semula Rp. 176.271.081.911,00
2) Bertambah Rp. 46.673.848.806,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp9222030.717,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 29.400.796.867,00

2) Berkurang Rp. 19.500.796.867,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

perubahan Rp. 9.900.000.000,00
g.Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp.

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Bf00.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada gyaar{f b terdiri dari jenis
belanja :

a.Belanja Pegawai

1) Semula Rp.  55.345.464.892,61

2) Bertambah Rp. 3.618.784.248,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 584%5440,61
b.Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 327.616.794.039.00

2) Berkurang Rp. 3.001.747.323,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp.324.615.046.716,00
c.Belanja Modal

1) Semula Rp. 415.296.179.346,00

2) Bertambah Rp. 80.722.149.085,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.496.088131,00

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam1Pasdiri dari :
a.Penerimaan

1) Semula Rp. 200.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 1.204.876.814,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 201.208187@0




Ayat (2)

Ayat (3)

b.Pengeluaran

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. - .
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. -

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1j auterdiri dari jenis
pembiayaan :

a.SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 200.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.204.876.814,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 201.204.876.814,00

b.Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubalan R -

c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d.Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah peruBghan -

e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perub@pan -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (&) buterdiri dari jenis

pembiayaan :

a.Pembentukan Dana Cadangan
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah perubahan Rp. -



b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan

c.Pembayaran Pokok Utang
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp.
Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh
tempo setelah perubahan Rp.

d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah setelah perubahan Rp.

Pasal 5 cukup jelas

Pasal Il cukup jelas

Rp
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